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KEPUTUS$I MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : Kw.20.281PP.03.21838212015

TEFITANG

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL
PENDIRIAN MADRASAIT IBTIDATYAII AL MT]IIAJIRIN

. MEI{TERI AGAMA REPI]BLIK INDOI\'ESIA

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasatr yang bennutu,
perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum
untuk menyelenggarakan madrasah sesuai denga standm nasional pendidikan;

bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi perqyaratan

administrati{ tekds, dan kelayakan yang tela}r ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimsksud dalam huruf a dan b di atas,

perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pernberian
Ijin Operasional Pendirian Madrasah lbtidaiayah Al Muhajirin Malawatar.

L Unrlang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan
Nasional; (Lernbaran Negara Republik lndonesiaTahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301);

2, Undang-Undeng Nomor 14 Tahun Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lernbaran
'Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tarnbahm Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negma
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5410);

4. Peraturan Pemedntah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajr Pe,rdidikan Dasar
(Lembman Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negma Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negma Republik Indonesia Nomor a86$;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 teirtang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indrrnesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahm 2AL0 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lerrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pe,merintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Ta:rrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana

dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/fuladrasah lbtidaiyah, Sekolah Menengah

PertamdMadrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas /lvladrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupater/I(ota sebagaimana telah diubah menjadi

Peraturan Menteri Pendidikan'dan Kebudayaan Nornor 23 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Standar Pelayanan Minirnal Pendidikan di Kabupaten/I(ota;

10. Peraturan Menteri, Aga:la Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Luiusan

dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;



11.

12.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Psndidikan Agma Islm pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 3l Tahun 2013 tentang Penrbatran Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2
Tahun 2012 tentffig Pengawas Ma&asah dan Pengawas Pendidikan Agaura Islam
pada Sekolah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
Peraturan Menteri Agarna Nomor 90 Tahun 2013 tentaag Penyelengaraan Pendidikan
Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor l3S2);

Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Islam
Nomor : KW.20.3il /PP.03.21767212A15 Tanggal 12 November 2015;
Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat
Nomor : Kd.20 .16 I Z.a/PP .00. I 1444 120 L 5 Tanggal 09 Juni 20 I 5.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDA]YAH
AL MUHAJIRIN MALAWATAR

: Memberikan izn operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimaaa
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahurL Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Ke,pala Kantor Kementerian

Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didilq pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasaran4 dan pelaksanaan
pemenuhan standar pendidik dan tffiagake,pendidikan;dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi alffeditasi madrasah kepada BAP-SA{ sesuai
ketenfu an peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalarn Diktum Kedua huruf a
dinilai memenuhi standar pelayan minimsl penyelenggmaan pendidikan dan/atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimat C,
maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam dimaksud dalarn Diktum Kesatu
tetap berlaku

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksu6 dalam Diktum Kedua huruf
a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Dikhm kedua huruf b tidak mendapat peringkat
minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Dikhlm Kesatu dicabut.
Keputusan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 30 November 2AL5
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK IIIDONESIA
NOMOR z Kw.20.2 B 1PP.O}.2 18382 n0fi

. TENTANG

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL
PEI{DIRIAN MADRASAII IBTIDATYAII AL MT]IIAJIRIN

IDENTITAS MADRASAII YANG DIBERIKAII IZIN OPERASIONAL

I Nama Madrasah Madrasah Ibtidaiyah Al Muhajirin

2 Nomor Statistik Madrasah LL1253150028

3
Jalan Malawatar

Kelurahan Tangge

Kecamatan Lembor

Kabupaten Manggarai Barat

Provinsi NusaTenggaraTimur

4 Nmra Organisasi Penyelenggara Yayasan.Pendidikan Islarn Malawatar

5 Akte Noaris Organisasi Penyelenggara A2TnggalA2Mei2016

6
Pengesahan Akte Notaris
Organisasi Penyelenggara
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